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ABSTRAK: Penelitian ini memiliki tujuan menelaah perbandingan PSAK 55 dan PSAK 71 serta dampak dan penerapannya pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Metode kualitatif deskripsi yang bersifat explanatory research dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data yang digunakan yang mana mengambil data dan informasi dari laporan keuangan tahunan Bank BNI yang bersumber dari situs BEI. Hasil penelitian menemukan bahwa dampak dari berlakunya PSAK 71 yaitu terletak pada sisi pengukuran dan pengelompokkan aset keuangan, serta perhitungan CKPN yang semula perhitungan berdasarkan data histori menjadi forward looking. 
Kata kunci – PSAK 55, PSAK 71, CKPN 

ABSTRACT: This study aims to examine the comparison of PSAK 55 and PSAK 71 and their impact and implementation on PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. The descriptive qualitative method which is explanatory research with a literature study approach and content analysis is the research method used. In this study, secondary data is the data used which takes data and information from the annual financial statements of Bank BNI sourced from the BEI website. The results of the study are the impact of the enactment of PSAK 71 which lies in the measurement and grouping of financial assets, as well as the calculation of CKPN which was originally calculated based on historical data to be forward looking. 
Keywords – PSAK 55, PSAK 71, CKPN
PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pengklasifikasian, dan pencatatan atas seluruh transaksi yang dimiliki yang mana nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berguna sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya (Sibarani, 2021). Untuk melakukan proses tersebut, perusahaan harus menggunakan standar/ ketentuan yang telah ditetapkan. Standar ditetapkan agar seluruh perusahaan memiliki ketentuan yang sama dalam mencatat transaksinya serta dapat memudahkan pengguna ketika membaca dan memahami isi laporan keuangan. Untuk saat ini, standar yang ditetap di Indonesia adalah SAK atau yang biasa disebut Standar Akuntansi Keuangan yang salah satunya adalah PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) (Ilat et al., 2020). Standar yang telah ditetapkan di Indonesia, sebagian besar telah mengadopsi sistem dari International Accounting Standard Board (IASB). 


Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengatur tentang bagaimana cara menghitung, mengklasifikasikan, dan mencatat sebuah transaksi. Salah satunya adalah pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang ada di perusahaan juga diatur oleh PSAK. Tanggal 1 Januari 2020 merupakan tanggal penetapan PSAK baru yaitu PSAK 71, 72, 73 yang mana ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Hal-hal yang diatur oleh ketiga PSAK tersebut adalah, instrumen keuangan yang mana diatur oleh PSAK 71, pendapatan dari kontrak pelanggan yang mana diatur oleh PSAK 71, dan sewa yangn mana diatur oleh PSAK 73. PSAK 71 merupakan suatu ketetapan baru yang mengatur instrumen keuangan yang mana menggantikan standar sebelumnya yaitu PSAK 55. Oleh karena adanya perubahan PSAK yang ditetapkan, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian baru. 


Prinsip kehati-hatian yang diterapkan PSAK menyebabkan perlunya perbaruan secara berkala untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan sebagai pengambilan keputusan. Oleh karena itu, DSAK IAI berfokus pada penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) atau PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) pada industri perbankan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian (Devi et al, 2021). Pencadangan tersebut dibentuk oleh bank bertujuan agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi seperti risiko adanya dana yang hilang pada aset produktif (Vebriana et al, 2020). Pada PSAK 55, pencadangan atas turunnya nilai aset keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan terbentuk pada saat terjadinya sebuah peristiwa yang akan memberikan dampak risiko gagal bayar (Sibarani, 2021). Namun, dalam PSAK 71 pencadangan akan dilakukan dari awal sebelum terjadi peristiwa tersebut sehingga dapat mengantisipasi jika terjadinya risiko gagal bayar tersebut. Maka dari itu, adanya perubahan standar akuntansi PSAK 55 menjadi PSAK 71 diharapkan bahwa instrumen keuangan dapat berjalan lebih baik lagi dan memberikan manfaat pada setiap industri yang menerapkannya (Suroso, 2017). Khususnya pada industri perbankan yang mana industri perbankan memiliki karakteristik aset keuangan dan juga menyediakan layanan pinjaman atau kredit (Rahayu, 2021). 


Semenjak adanya peristiwa Covid-19, laju perekonomian semakin menurun. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah orang mengalami kesulitan keuangan. Maka dari itu, dalam PSAK 71, perusahaan harus menyiapkan CKPN untuk semua kategori peminjam/ kredit seperti yang berstatus kurang lancar, ragu-ragu ataupun macet (Arifullah & Firmansyah, 2021). PSAK 71 juga mewajibkan perusahaan untuk menyiapkan CKPN yang lebih besar dari sebelumnya yang mana dapat mengatasi risiko kerugian yang terjadi dan menetapkan ekspektasi kerugian kredit (expected credit loss) sebagai dasar pencadangan yang mana melakukan pencadangan sejak awal kredit (Sibarani, 2021). Dalam menyiapkan CKPN yang lebih besar ini tentu bisa berpengaruh pada modal di industri perbankan serta adanya penurunan kinerja yang signifikan. Maka dari itu, bank harus melakukan persiapan seawal mungkin dalam menerapkan IFRS 9 seperti persiapan teknis dan persiapan lainnya (Witjacksono, 2018).  


Adanya beberapa perbedaan yang cukup signifikan dari penetapan PSAK yang baru yaitu PSAK 71 dengan PSAK 55 yang mana akan memberikan dampak bagi perusahaan yang 

telah melakukan penyesuaiannya. Perbedaan tersebut akan diidentifikasi serta dianalisis dampak yang akan terjadi karena perubahan PSAK tersebut. Oleh karena itu, ditetapkannya judul untuk penelitian ini yaitu “Analisis Perbandingan PSAK 55 dan PSAK 71 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menelaah apa saja perbedaan yang ada pada PSAK 55 dan PSAK 71 serta bagaimana dampak dan penerapannya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

TINJAUAN PUSTAKA 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

Mengacu pada IAI, DSAK IAI yang biasa disebut Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan DSAS IAI atau dapat disebut Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia dan juga aturan dari regulator pasar modal untuk perusahaan didalam pengawasan mencetuskan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. SAK adalah sebuah pernyataan atas standar akuntansi keuangan atau bisa disebut PSAK dan juga interpretasi ats standar akuntansi keuangan atau disebut ISAK yang secara sah digunakan di Indonesia pada 1 Januari 2015. Secara umum, SAK tersebut akan memusat pada International Financial Reporting Standards (IFRS) yang resmi digunakan pada 1 Januari 2014 (IAI, 2022). Perubahan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI mengenai perubahan standar akuntansi keuangan PSAK 55 yang menjadi PSAK 71, dimana menuai permasalahan yaitu adanya kesenjangan pedoman akuntansi yang menggunakan PSAK 55 sebagai acuan penyusunnya (Ilat et al., 2020).
PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 

Pada tanggal 29 April 2014, PSAK 55 yang mana memiliki aturan mengenai pengukuran serta pengakuan instrument keuangan telah disahkan oleh DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK tersebut telah mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 39 terkait Recognition and Measurement of Financial Instrument (IAI, 2014). IAS 39 berisi ketentuan terkait kaidah-kaidah dalam menghitung dan mengakui sebuah aset dan kewajiban keuangan serta beberapa perjanjian dalam membeli atau menjual item non- keuangan. Menurut Nuha (2016), IAS 39 juga mengatur penurunan nilai serta prinsip-prinsip untuk penghentian pengakuan akuntansi lindung nilai serta instrumen keuangan.

Pengakuan aset keuangan dan penghentiannya memiliki korelasi dengan waktu saat pencatatan aset keuangan di neraca. Prinsip / kaidah pengakuan pada IAS 39 yaitu bahwa instrumen keuangan diakui dalam laporan keuangan ketika entitas perusahaan menjadi bagian dalam kontrak / perjanjian instrumen keuangan, sedangkan penghentian pengakuan aset terjadi jika perusahaan menghapus kewajiban keuangan dari laporan posisi keuangannya ketika kewajibannya berakhir. Beberapa alasan mengapa perusahaan akan mengeluarkan aset keuangan dari laporan posisi keuangannya yaitu, ketika hak kontraktual atas arus kas aset berakhir, ketika sudah mengirimkan aset dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan, atau ketika sudah mentransfer aset, dan sudah mempertahankan beberapa risiko dan manfaat kepemilikan yang substansial, tetapi pihak lain dapat menjual aset tersebut. Risiko dan manfaat yang dipertahankan diakui sebagai aset (IFRS, 2022). 


Menurut Febriati (2013) penerapan PSAK 55 membutuhkan sistem dan persiapan yang cukup lama karena diharuskan menggabungkan semua laporan keuangan dan juga dalam penyisihan kerugian kredit (Loan-Loss Provisioning) harus dilakukan karena bertujuan agar laporan keuangan bank tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya (representation faithfulness). Penyisihan kerugian kredit (Loan-Loss Provisioning) adalah penyisihan (provisioning) kerugian atas portofolio kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai ekonomi.
PSAK 71 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan pengukuran 

Instrumen keuangan terdiri dari PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 yang mana diatur dalam IAS 39 termasuk ruang lingkup PSAK 71. Secara umum, standar yang mencakup jenis instrumen keuangan, termasuk utang, piutang, investasi dalam bentuk obligasi atau saham, derivatif dan kontrak pembelian dan penjualan dari aset non-keuangan. PSAK 71 dibuat dengan tujuan untuk menetapkan prinsip pelaporan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan membentuk informasi yang relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai arus kas di masa depan (Hermawan dan Pratama, 2021). Penerbitan PSAK 71 disesuaikan dengan kondisi perbankan yang ada di Indonesia dengan berfokus menghitung kerugian yang diharapkan dimasa depan dengan lebih rinci (Devi et.al, 2021).

Merujuk pada DE atau disebut dengan Draf Eksposur, PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan pada 26 Agustus 2020 telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. DE PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020) adalah sebuah rujukan yang berasal dari Annual Improvements to IFRSs 2018-2020 yang berisi Amandemen terhadap IFRS 9 Financial Instruments yang secara sah digunakan pada tanggal 1 Januari 2022 dengan diperkenankannya penerapan yang lebih dini (IAI, 2020). 



Pengakuan awal dalam PSAK 71, perusahaan mengakui aset atau kewajiban keuangan dalam laporan posisi keuangan jika perusahaan menjadi salah satu bagian dalam ketentuan pada kontrak / perjanjian instrumen tersebut, sedangkan pemberhentian pengakuan aset keuangan perusahaan terjadi jika adanya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Dalam penghetian pengakuan tersebut perusahaan juga menentukan apakah akan diterapkan pada keseluruhan ataupun bagian dalam kelompok aset serupa (Matoviany & Firmansyah, 2020).

Salah satu unsur utama dalam PSAK 71 adalah terkait pengadaan cadangan atas turunnya nilai aset keuangan. CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai adalah pengadaan cadangan yang dibuat oleh perbankan yang bertujuan agar rmunculnya risiko kerugian dari investasi pada dana aset produktif dapat dihadapi (Ilat et al., 2020). Bedasarkan standar akuntansi ini, bank harus menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sekal awal periode kredit untuk semua kategori pinjaman atau kredit, baik yang berkinerja baik atau yang berkinerja buruk (Sadubun et al., 2020).

Menurut Husni et al (2022) CKPN adalah persiapan cadangan atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari penurunan nilai (impairment losses) aset seperti surat berharga serta kredit. Besarnya cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif dan disajikan sebagai pos pengurang dari masing-masing aktiva produktif, sehingga akan berdampak pada net interest margin (NIM) yang dihasilkan (Pongilatan et al, 2021). CKPN tersebut dilaksanakan pada awal periode kredit dan secara sah digunakan pada semua kelompok kredit maupun pinjaman bank yang lancar dalam membayar, ragu-ragu dalam membayar, atau macet dalam pembayaran. Jika ditemukan informasi aktual terkait turunnya nilai dari kelompok aset keuangan keuangan yang muncul dari beberapa peristiwa yang ada setelah awal dari pengakuan aset keuangan tersebut dan memiliki pengaruh pada estimasi cash flow yang ada di masa depan setara dengan nilai yang diperoleh dari aset. Bank akan memeriksa apakah ditemukan informasi aktual bahwa terjadi penurunan nilai pada aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dilakukan pada tanggal setiap neraca. Pada bagian evaluasi individual dilaksanakan perhitungan cadangan kerugian nilai yaitu setara dengan nilai asset keuangan yang tercatat dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang telah didiskontokan melalui suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut (Ilat et al., 2020). 
METODE 

Penelitian ini memiliki metode penelitian kualitatif deskripsi yang bersifat menjelaskan atau explanatory research dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis isi. Studi kepustakaan merupakan studi yang dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber seperti buku, media massa, jurnal, dan sebagainya yang berguna untuk memperoleh landasan teori atas masalah yang akan diteliti (Yusdika & Purwanti, 2021). Studi kepustakaan pada penelitian ini adalah mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian atau perbedaan salah perusahaan perbankan pada saat menerapkan PSAK 55 dan pada saat menerapkan PSAK 71 yang sudah berlaku mulai 1 Januari 2020. 


Data yang penelitian ini gunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari data dan informasi pada laporan tahunan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk. periode tahun 2019 dan 2020 yang diambil dari situs BEI atau Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Analisis isi terkait dengan perbandingan antara penerapan PSAK 55 dengan PSAK 71 dan perbedaan metode yang digunakan pada kedua standar akuntansi tersebut. Selain itu, informasi lain yang digunakan pada penelitian ini berasal dari otoritas terkait yang mengeluarkan peraturan dan kebijakan PSAK 71 dan pembentukan CKPN pada sektor perbankan. 

PEMBAHASAN 
Penerapan PSAK 55


Bank Negara Indonesia (BNI) menerapkan PSAK 55 dalam pengakuan awal dengan membedakan aset dan kewajiban/liabilitas yaitu:
a. Aset dan liabilitas dihitung pada nilai wajar di laporan laba rugi yang mana mempunyai beberapa sub klasifikasi, yaitu dilakukan penetapan saat pengakuan awal dan pada kelompok yang diperdagangkan 
b. Piutang serta pinjaman yang diberikan adalah bagian dari aset keuangan 
c. Kepemilikan asset sampai jatuh tempo 
d. Aset yang dapat dijual 
e. Liabilitas lainnya 
Penerapan prinsip PSAK 55 di BNI tertuang dalam laporan keuangan tahun 2019 yaitu:
1. Pengakuan awal 

Dalam pengakuan awal, aset dan kewajiba / liabilitas ditetapkan oleh BNI sebagai nilai wajar yang terdapat pada laporan laba dan rugi. 

2. Pengukuran setelah pengakuan awal  

Metode biaya perolehan amortisasi menjadi dasar BNI dalam pengukuran akun pinjaman, piutang, dan akun aset yang jatuh tempo serta liabilitas lainnya.  

3. Pengukuran biaya amortisasi 

Pengukuran biaya amortisasi dilihat dari biaya perolehan yang diamortisasi dengan cara aset atau liabilitas dihitung pada saat pengakuan awal, dimana kedua akun tersebut akan dikurangi dengan pembayaran dari pokok pinjaman yang kemudian ditambah ataupun dikurangi dari amortisasi kumulatif yang menggunakan metode suku bunga efektif. 

4. Pengukuran nilai wajar  

Dalam pengukuran nilai wajar, instrumen keuangan pada BNI menggunakan harga penawaran jual beli pasar aktif. Jika instrumen keuangan tidak aktif dari harga kuotasi pasar maka BNI melakukan penetapan nilai wajar dengan teknik penilaian yang menghasilkan perkiraan yang tidak dapat ditentukan pasti nilainya. Nilai wajar dari unlisted equity instrument merupakan nilai yang tidak dapat ditentukan maka akan nilai tersebut akan ditentukan setara dengan biaya perolehan yang telah dikurangi dengan penurunan nilai. 

5. Penghentian pengakuan 

BNI menerapkan kebijakan penghentian pengakuan pada akun aset jika; 

· Berakhirnya hak kontraktual atas arus kas 

· Diberikan hak dalam memperoleh arus kas yang bersumber dari aset tersebut atau menanggung kewajiban / liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima secara tunai Penghentian pengakuan juga terjadi pada liabilitas keuangan jika liabilitas tersebut diterapkan dalam kontrak atas dibatalkan atau kadaluarsa.

Penerapan PSAK 71 

Bank Negara Indonesia Tbk menerapkan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan sejak 1 Januari 2020, dimana dalam PSAK 71 menjelaskan bahwa pengukuran dan klasifikasi serta ketentuan penurunan nilai aset diterapkan BNI secara retrospektif yaitu dengan menyelaraskan saldo laba pada tanggal penerapan awal. Berdasarkan kebijakan akuntansi untuk aset keuangan, PT BNI mengklasifikasikan aset berdasarkan kategori saat pengakuan awal sebagai berikut: 

1. Aset dihitung pada nilai wajar melalui income statement 

2. Aset dihitung pada nilai wajar melalui akun other comprehensive income (OCI) 

3. Aset yang dihitung pada biaya perolehan amortisasi 

Untuk kelompok akun liabilitas sendiri tidak ada perubahan dalam pengklasifikasian kategori, sehingga masih sama dengan kelompok akun sebelum penetapan pada tanggal januari 2020. Beberapa kebijakan akuntansi yang hanya berlaku setelah perubahan penerapan PSAK 71 yang tertuang dalam laporan keuangan tahun 2020, yaitu:
1. Pengukuran setelah pengakuan awal 

BNI mengukur aset yang dikelompokkan pada nilai wajar adalah melalui other comprehensive income. Sedangkan aset yang masuk kelompok biaya perolehan dihitung dengan metode suku bunga efektif 

2. Pengakuan pendapatan dan beban 

BNI menghitung / mengukur pendapatan dan beban bunga menerapkan tingkat bunga efektif pada jumlah bruto aset. Apabila aset mengalami penurunan setelah pengakuan awal maka akan ditetapkan pendapatan bunga yang dihitung dengan cara mengamortisasi tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan dari aset. Pada saat aset keuangan dilakukan penurunan nilai keuntungan atau kerugian atau diberhentikan pengakuannya maka harus diakui dalam laporan laba rugi bukan ekuitas.  

3. Reklasifikasi aset keuangan 

Reklasifikasi aset dilakukan BNI apabila perusahaan ini merubah model bisnis dalam mengelola aset keuangan. Reklasifikasi aset dan klasifikasi nilai wajar pada income statement merupakan pengelompokan biaya perolehan yang diamortisasi dab dicatat pada nilai wajar. 

Dampak dari berlakunya PSAK 71 ini yaitu terletak pada sisi pengukuran dan pengelompokkan aset keuangan, serta perhitungan CKPN yang semula perhitungan berdasarkan data histori menjadi forward looking. Selain itu penerapan PSAK 71 ini berdampak pada meningkatnya jumlah CKPN yang akan mempengaruhi modal perusahaan, dimana jumlah kredit atas CKPN diukur dengan menggunakan metode expected credit loss agar dapat ditentukan kerugian yang diperoleh 

Perbedaan PSAK 55 dan PSAK 71 
PSAK 55 dengan PSAK 71 memiliki perbedaan kebijakan akuntasi yang dijelaskan pada tabel dibawah ini. 
Tabel 4.1
Perbedaan Kebijakan Akuntansi PSAK 55 dan PSAK 71
	Perbedaan
	PSAK 55
	PSAK 71

	Penentuan klasifikasi aset & liabilitas keuangan
	Model bisnis dengan SPPI (Solely, Principal, Payment & Interest Test)
	Intensi

	Klasifikasi Aset Keuangan
	Fair Value Through Profit/Loss

Fair Value Through Other Coprehensive Income

Amortised Cost


	Held to Maturity (HTM)

Fair Value Through Profit/Loss (FVTPL)

Loan and Receivable (LAR)

Available For Sale (AFS)

	Reklasifikasi Aset Keuangan
	Terdapat perubahan model bisnis perusahaan
	Diperbolehkan untuk kondisi tertentu yang terkena tainting rules

	Tainting Rules
	Dihapuskan
	Berlaku kategori HTM ke AFS melebihi batas material

	Hedge Accounting
	Persyaratan dan dokumentasi sederhana

Berhubungan langsung dengan strategi manajemen risiko bank

Penilaian efektivitas dengan tujuan manajemen risiko
	Persyaratan dan dokumentasi rinci

Tidak ada hubungan langsung dengan strategi manajemen risiko bank

Penilaian efektivias 80% - 125%

	Tahapan Penentuan Impairment
	Tahap 1 -  Performing

· Intrumen keuangan yang tidak mengalami kenaikan risiko kredit signifikan

· Expected Credit Loss 12 Bulan setalah tanggal pelaporan

Tahap 2 – Under Performing

· Instrumen keuangan mengalami kenaikan risiko kredit namun belum terdapat bukti objektif impairment (90 hari tunggakan)

· Expected Credit Loss : Lifetime 

Tahap 3 – Non Performing

· Intrumen keuangan memenuhi kriteria impairment (tinggakan lebih dari 90 hari)

· Expected Credit Loss : Lifetime
	1. Performing dan tidak Signifikan nilainya

· CKPN dihitung secara kolektif

· Menggunakan Probability of Defult (PD) dan Loss Given Default (LGD) berdasarkan data historis

2. Non Performing dan/atay Signifikan secara Individual 

· CKPN dihitung secara individual 

· Menggunakan Discounted Cashflow CKPN

	Pendekatan Statistik 
	Point in Time (PiT) dengan memperhitungkan faktor ekonomi makro
	Migration analysis dan roll rate, tanda memperhitungkan faktor ekonomi makro

	CKPN Komitmen Pinjaman
	Dilakukan perhitungan CKPN atas Komitmen Pinjaman
	Tidak dilakukan perhitungan CKPN untuk komitmen pinjaman


Sumber: Data diolah penulis, annual report (2022) 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan klasifikasi atau pengukuran antara PSAK 55 dengan PSAK 71. Contoh perbedaan implementasi PSAK 55 dengan PSAK 71 yang dilihat dari aset keuangan PT Bank Negara Indonesia tahun 2019 dan 2020 yaitu sebagai berikut
Tabel 4.2

Perbedaan Implementasi PSAK 55 dan PSAK 71 PT Bank Negara Indonesia
	
	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55
	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71
	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 55 (2019)
	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 71 (2020)

	Aset Keuangan

	Current accounts with other bank
	Loans and receivables
	Amortized cost
	14.962.793
	14.962.789

	Placements with other banks and Bank Indonesia
	Loans and receivables
	Amortized cost
	47.776.809
	47.776.666

	Marketable Securities
	Available for sale financial assets
	Financial asset at fair value through
	17.103.851
	15.095.889

	Marketable Securities
	Held to held maturity investment
	Financial asset at amortized cost
	1.411.952
	1.410.548

	Bills and other receivables
	Loans and receivables

	Amortized cost
	19,207,603 
	19,252,145

	Loans
	Loans and receivables

	Amortized cost
	539,862,076 
	524,209,449

	Acceptance receivables
	Loans and receivables

	Amortized cost
	18,558,276 
	18,476,609

	Other assets
	Availablefor-sale financial asset
	Financial assets at fair value through other comprehensive income
	34,046 
	710,812


Sumber: Data diolah penulis, annual report (2022) 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan PSAK 55 dengan PSAK 71. Perbedaan ini ditujukan dengan klasifikasi untuk beberapa akun aset keuangan, dimana yang mengklasifikannya menggunakan amortized cost akan mengurangi jumlah/biaya pada akun tersebut karena tujuannya memiliki aset untuk mendapatkan arus kontraktual. Sedangkan yang menggunakan klasifikasi fair value throught other comprehensive income menyebabkan bertambahnya jumlah/biaya pada akun tersebut hal ini bertujuan aset keuangan yang dikelola bisnis mendapatkan arus kas kontraktual dengan cara menjual aset tersebut.
Dampak dari perubahaan PSAK 55 menjadi PSAK 71 terhadap kebijakan akuntansi, ialah pada aset dan liabilitas keuangan, aset keuangan PT Bank Negara Indonesia TBK yang terdiri dari kas, giro, efek-efek, kredit yang diberikan, dan aset lain-lain. Liabilitas keuangan bank terutama dari nasabah, pinjaman yang diterima, simpanan dari bank lain, dan liabilitas lain-lain. Penerapan PSAK 71 pada instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Bank BNI mengkasifikasikan aset keuangan berdasarkan kategori berdasarkan saat pengakuan awal:  Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. 
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

3. Giro pada bank BNI diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

KESIMPULAN 
PT Bank Negara Indonesia Tbk telah menerapkan PSAK 71 sejak tanggal 01 Januari 2020, menggantikan PSAK 55 yang dimana terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh BNI mengikuti peraturan PSAK yang berlaku. Adapun peraturan yang sudah diterapkan yaitu PT Bank Negara Indonesia telah melakukan pengakuan cadangan kredit atas ekspektasi (masa mendatang) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK 71 dan PT Bank Negara Indonesia telah melakukan pengukuran cadangan atas ekspektasi (masa mendatang) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK 71. 

Dampak dari berlakunya PSAK 71 ini yaitu terletak pada sisi pengukuran dan pengelompokkan aset keuangan, serta perhitungan CKPN yang semula perhitungan berdasarkan data histori menjadi forward looking. Penerapan PSAK 71 ini berdampak pada meningkatnya jumlah CKPN yang akan mempengaruhi modal perusahaan, jumlah kredit atas CKPN menggunakan metode expected credit loss untuk menentukan kerugian yang diharapkan. 
Penerapan PSAK 71 berdampak pada kebiajkan akuntansinya diantaranya, klasifikasi instrumen keuangan, aset dan liabilitas keuangan, pengukuran kerugian penurunan nilai, aset keuangan yang direstrukturisasi. Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan berdampak juga terdahadap nilai tercatat aset, namun meskipun demikian implementasi dari standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi pada Bank BNI dan tidak terdapat dampak material pada laporan keuangan ditahun berjalan atau tahun sebelumnya.
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